BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian diatas maka disimpulkan bahwa :

1.

Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan timbulan
limbah infeksius. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi kesehatan,
karena limbah infeksius merupakan salah satu media yang dapat
menularkan COVID-19. Merespon hal tersebut, Pemerintah melalui
Menteri  Lingkungan  Hidup  menerbitkan  Surat  Edaran
No.SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020. Menteri Lingkungan Hidup
mengeluarkan  surat edaran tersebut dengan tujuan untuk
mengendalikan pengelolaan limbah infeksius COVID-19 agar tidak
merusak lingkungan hidup. Permasalahan terkait penanganan limbah
COVID-19 di Indonesia saat ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu
faktor regulasi, fasilitas, dan edukasi. Pertama, dari segi regulasi,
implementasi dari berbagai pengaturan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah belum maksimal. Kedua, dari segi fasilitas, saat ini di
Indonesia terjadi kekurangan jumlah fasilitas untuk pengolahan limbah
. Ketiga, minimnya edukasi atau kesadaran masyarakat dalam upaya
pengolahan limbah.

Optimalisasi Hukum penanganan limbah COVID-19 di Indonesia dapat

dilakukan dengan sebagai berikut: pertama, reformasi kebijakan hukum



dalam penanganan limbah COVID-19 di Indonesia, yang dapat
dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu
dalam bentuk Peraturan Presiden. Kedua, perihal peningkatan dan
pendistribusian fasilitas. Selain dengan insinerator, limbah B3 dapat
diolah melalui beragam teknologi lainnya, seperti dengan teknologi
pirolisis. Peningkatan dan pendistribusian fasilitas pengolahan limbah
infeksius juga dapat dilaksanakan dengan penambahan jumlah fasilitas
dapat juga berupa penyedian tempat sampah yang khusus
diperuntukkan limbah infeksius dan pembangunan tempat pengelolaan
akhir limbah infeksius. Ketiga, sosialisasi dan edukasi masyarakat dapat
dilaksanakan melalui seminar, diskusi, event, lokakarya atau kegiatan
lainnya yang dapat menandakan akan pentingnya memperhatikan
pengelolaan dan pengolahan limbah infeksius yang sesuai dan
memenuhi standar prosedur yang telah ditetapkan.1
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas , maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :

1. Hukum internasional dalam memuat pengaturan tentang limbah medis
harus lebih efisien dalam membentuk kebiasaan masyarakat untuk
dapat menjaga lingkungan , karena lingkungan haruslah menjadi
tanggung jawab Bersama dimana dalam hal ini salah satunya adalah

limbah medis B3 yang perlu perhatian lebih dengan efek berbahaya,
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karena masalah Limbah merupakan bagian dari lingkungan dan moral
dari bangsa Indonesia bukan hanya secara Hukum Internasional.

. Peningkatan terhadap fasilitas yang diupayakan oleh pemerintah akan
menjadi kebijaksanaan yang utuh Ketika dapat direalisasikan secara
menyeluruh, agar mendambah wawasan dan pengetahuan warga
masyarakat untuk dapat ikut membantu perlindungan lingkungan

terhadap Limbah medis yang berakibat lingkungan menjadi cemar;
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